BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 213 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang :

Mengingat :

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA, : i

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik
diperlukan sumber daya manusia aparatur yang
memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik;

_bahwa untuk memberikan arah, landasan dan tolak

ukur penilaian dalam pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta
maka perlu ada pedoman dalam bentuk peraturan yang
mampu memberikan kepastian hukum;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada hurufa dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten
Purwakarta;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

"Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968



tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494),;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Undonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 6477),

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
477);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017



Menetapkan

9.

tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1907);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
297);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN  ADMINISTRATOR, DAN
JABATAN PENGAWAS PEMERINTAH KABUPATEN

PURWAKARTA
BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN
adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil
Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS
dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan
kerja yang mencakup aspek  pengetahuan,
ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi
jabatan.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah
yang selanjutnya disingkat JPT Sekretaris Daerah
adalah jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Standar Kompetensi  Manajerial PNS  yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial
adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal
yvang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan
tugas jabatan.



8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan
prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang
Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan
peran, fungsi dan Jabatan.

9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang

teknis jabatan.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Purwakarta

Pasal 2

Standar Kompetensi JPT Pratama Sekretaris Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator,
dan Jabatan Pengawas Pemerintah Kabupaten
Purwakarta dimaksudkan sebagai standar kompetensi
jabatan yang harus dimiliki.

Pasal 3
Standar Kompetensi JPT Pratama Sekretaris Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator,
dan Jabatan Pengawas bertujuan untuk, mendukung
terwujudnya profesionalisme ASN.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI JPT PRATAMA SEKRETARIS
DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Pasal 4
(1) Kompetensi Manajerial terdiri atas :
a. integritas
. kerjasama
. komunikasi
. orientasi pada hasil
. pelayanan publik
pengembangan diri dan orang lain
. mengelola perubahan
. pengambilan keputusan
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(2) Penjabaran kompetensi manajerial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
(1) Kompetensi Sosio Kultural terdiri atas :
a. kemampuan untuk menjadi perekat bangsa;

b. kemampuan memahami sosio budaya adat
istiadat setempat/nilai keistimewaan.

(2) Penjabaran kompetensi sosio kultural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Penjabaran kompetensi teknis tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB 111

KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal % SEPTEMBEN 2020

BUPATI PURWAKARTA,

NE'RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 SEPTEMPAT 202

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

-

IYUS PERMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 126




LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
21% TAHUN 2020

2 SEPTEMBERL 2020

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI
PRATAMA

TINGGI

JABATAN PIMPINAN
SEKRETARIS DAERAH,

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN
ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

STANDAR KOMPETENSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH

STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

| Level | Deskripsi

I

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

4

Mampu
menciptakan
situasi kerja
yvang mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi kerja
yang mendorong seluruh
pemangku kepentingan
mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dalam
segala situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang
tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan koreksi
atau mengambil tindakan
atas penyimpangan kode
etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi
meskipun ada resiko;

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim,
sinergi.

4.1.

4.2,

4.3.

Membangun sinergi antar
unit kerja di lingkup
instansi yang dipimpin;
Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit
kerja lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan
/semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian

target kerja organisasi;




3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi
secara lisan dan
tertulis untuk
mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan.

4.1.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi
informasi dengan
pemangku kepentingan
untuk tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan;

4.2.

4.3.

Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan;

4. Orientasi pada
hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya.

4.1.

4.2,

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas
dan efisiensi pencapian
target organisasi;

5. Pelayanan
publik

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan
mengantisipasi
dampak dariisu-
isu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu
jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan
politik yang mempengaruhi
organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,




halpelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan.

4.2.

transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok/ partai
politik;

3.4,

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, transparan,
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok;

6. Pengembangan
diri dan orang
lain

Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran.

4.1.

4.2,

4.3.

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama- sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan
tujuan, bimbingan,
penugasan dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/pendidikan/
pengembangan kompetensi
dan karir;

Melaksanakan

manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran
organisasi;
Mengembangkan
orang-orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di unit
kerjanya;




7. Mengelola
Perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit kerja.

4.1.Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko
yang mungkin terjadi;

4.2. Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;

4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-
program perubahan selaras
antar unit kerja;

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko.

4.1. Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan
beberapa/seluruh fungsi
dalam organisasi;

4.2. Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3. Membuat keputusan dan
mengantisipasi
dampak keputusannya serta
menyiapkan
tindakan penanganannya
(mitigasi risiko);

B. Sosio Kultural

1.Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektivitas
organisasi.

4.1. Menginisiasi
dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima serta
menyeimbangkan segala
bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat;

4.2, Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan

organisasi;




4.3. Mampu mengkoordinasikan
penyusunan program yang
mengakomodasi perbedaan
latar belakang
agama/Kkepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, dan
referensi politik;

2. Nilai 4 | Mampu 4.1. Mampu mengkoordinasikan
Keistimewaan menciptakan dan dan mensinkronkan
mendukung pembentukan kelembagaan
program yang disesuaikan dengan nilai-
berbasis nilai nilai keistimewaan;
keistimewaan. 4.2. Mampu mengkoordinasikan

penerapan nilai-nilai
budaya dan adat istiadat
setempat;

4.3. Mampu mengkoordinasikan
pengelolaan dan
pemanfaatan urusan
pertanahan sesuai dengan
kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten
Purwakarta; dan

4.4. Mampu mengkoordinasikan
dan memberikan dukungan
urusan tata ruang sesuai
dengan kebijakan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta;

C. Teknis

1.

2.

-

it Bl L

9.

10. menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja;
11. menguasai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan manajemen

memahami produk perundang-undangan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan administrasi pemerintahan;
mampu merumuskan dan merealisasikan visi, misi, tujuan, dan

sasaran organisasi pemerintahan;

mampu menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi
pemerintahan;

memahami tentang kelembagaan, tugas, fungsi, dan tata laksana
pemerintahan;

menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
memahami indikator kinerja utama organisasi pemerintahan;
memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik;

mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa dikembangkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan
pendapatan daerah;

memahami ruang lingkup, link dan prinsip-prinsip koordinasi organisasi
pemerintahan;




12,
13.
14.
15.
16.
17.

resiko,

menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
menguasai pola kerjasama dan kemitraan;

menguasai Manajemen Sumber Daya Manusia;

menguasai Manajemen barang milik daerah;

mampu mendayagunakan teknologi informasi; dan

mampu berinovasi dan membuat terobosan.

BUPATI PURWAKARTA,

ANN TNA MUSTIKA




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 2\% TAHUN 2020
TANGGAL ? SF?TFME'W 2029
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SEKRETARIS DAERAH, JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN
JABATAN PENGAWAS PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Kompeteflsi Level Diskripsi Kgln(z;)t%et:%rsi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1.Menciptakan
menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong
mendorong seluruh
kepatuhan pada pemangku
nilai, norma, dan kepentingan
etika organisasi mematuhi nilai,

norma, dan etika
organisasi dalam
segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan
menerapkan
prinsip moral dan
standar etika yang
tinggi, serta berani
Menanggung
konsekuensinya;

4.3. Berani
melakukan
koreksi atau
mengambil
tindakan atas
penyimpangan
kode etik/nilai-
nilai yang
dilakukan oleh
orang lain, pada
tataran lingkup
kerja setingkat
instansi

meskipun
ada resiko;







